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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Perubahan Dinas Bina Marga ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang (DPUPR) Kabupaten Grobogan. 

  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) ini adalah instansi 

yang melakukan aktivitas pembinaan jalan, pembangunan,  jembatan, 

pengairan dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

(DPUPR) di resmikan pada bulan Desember 2016. Pada mulanya Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga ini hanya merupakan sub bagian dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Grobogan, akan tetapi karena semakin 

meningkatnya volume pekerjaan yang harus dikelola dan dilaksanakan serta 

adanya tantangan kemajuan teknologi dan globalisasi politik, ekonomi, sosial 

dan budaya, pertahanan dan keamanan rakyat yang menghendaki 

pembangunan di segala bidang, dalam hal ini pemerintah mengambil 

kebijaksanaan mangadakan reorganisasi baik administrasi maupun teknis 

dalam rangka ikut serta memperdayakan sumber daya manusia ke sektor-

sektor dan unit terkecil untuk menjangkau dan menyebar luaskan pemerataan 

pembangunan di segala pelosok desa terpencil dan langkah yang diambil 

adalah menjadikan Bina Marga yang semula hanya sub bagian menjadi 

sebuah Dinas. Pemekaran yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang Kabupaten Grobogan adalah dengan menjadikan tiga dinas 

dan menjadi satu. Ketiga dinas tersebut adalah : 

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 

3. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 

  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) diatur dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor  15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten 

Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 15). Dengan adanya peraturan ini maka Bina Marga yang 
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semula hanya sub bagian yang tunduk dan bertanggung jawab kepada kepala 

Dinas, sekarang menjadi Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur dengan adanya pemekaran tersebut berarti ada kewenangan 

anggaran rutin dan pembangunan. 

  Dimana Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian. Tugas 

Jabatan, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Kabupaten Grobogan, menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas 

Pokok Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Grobogan. 

  Dinas PU Bina marga memiliki cabang di berbagai penjuru tanah air tetapi 

setelah adanya otonomi daerah Dinas ini di pecah sehingga terdapat di 

berbagai daerah dan kabupaten. Salah satunya di  Kabupaten Grobogan 

terdapat Dinas PU Bina marga yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten Grobogan yang dipimpin seorang Kepala Dinas, berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

 

2.2  Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 

 Setiap instansi pada umumnya mempunyai struktur organisasi. 

Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai 

pelaksanaan kegiatan instansi. Struktur organisasi adalah suatu susunan atau 

hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah 

organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai 

ketergantungan.  

 Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan  memiliki sebuah struktur 

organisasi berdasarkan fungsi, karena dapat menggambarkan secara jelas 

pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang 

lainnya dan juga bagaimana hubungan antara tugas dan fungsi dibatasi. Di 
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dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara 

wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat 

suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan. Untuk lebih 

mengetahui susunan posisi jabatan pada Dinas Bina Marga kabupaten 

Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini :   

1) Kepala Dinas 

2) Sekretaris 

a. Sub Bagian Perencanaan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum. 

3) Bidang Bina Marga Wilayah Timur 

a. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Timur; 

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Timur; 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Timur. 

4) Bidang Bina Marga Wilayah Tengah 

a. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Tengah; 

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Tengah 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Tengah. 

5) Bidang Bina Marga Wilayah Barat 

a. Seksi Perencanaan Teknis Wilayah Barat; 

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Wilayah Barat; 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Barat. 

6) Bidang Bina Jalan Desa 

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan; 

b. Seksi Pembinaan Teknis Desa; 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Desa. 

7) UPTD. 

a. UPTD Bina Marga Wilayah; 

b. UPTD Work Shop; 

c. UPTD Laboratorium Konstruksi 

8) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 2.1 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 

 

 

Sumber : Dinas Bina Marga kabupaten Grobogan 

 

2.2.1 Job Deskripsi Struktur Organisasi  Dinas Bina Marga Kabupaten 

Grobogan 

       Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing 

komponen struktur dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga yang meliputi 
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perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembangunan di 

bidang kebinamargaan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas 

Bina Marga mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan program kerja  di bidang bina marga; 

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga; 

c. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang bina marga; 

d. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian 

teknis dan pelaksanaan kegiatan di  bidang bina marga;  

e. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga; 

f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan 

prasarana serta ketatausahaan dinas; 

g. Pemberian rekomendasi perijinan di bidang bina marga; 

h. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD 

dan kelompok jabatan fungsional ; dan  

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan  bidang  tugasnya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai  tugas pokok menyiapkan bahan 

koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan 

administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan 

Dinas, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana 

dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, 

perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta 

penyusunan perencanaan program dan pelaporan.  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Bina 

Marga mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas; 
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b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan 

kebijakan teknis di bidang kebinamargaan; 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas 

ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat ; 

d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, 

urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, 

ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan 

program  dan penyusunan pelaporan; 

e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggung- 

jawaban keuangan; 

f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang  tugasnya. 

3. Bidang  Bina Marga Wilayah Timur 

Kepala Bidang Bina Marga Wilayah Timur mempunyai tugas 

pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan 

program, pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, 

pengawasan, pengelolaan di bidang pembangunan, peningkatan dan 

pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, saluran jalan, bahu jalan dan 

turus jalan yang meliputi perencanaan teknis pembangunan, 

peningkatan  dan pemeliharaan jalan, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan pada jalan kabupaten wilayah timur, yang meliputi 

wilayah  Kecamatan Pulokulon, Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan, 

Kradenan dan  Gabus. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina 

Marga Wilayah Timur mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dengan berdasar 

program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang ; 

b. Pengolahan bahan perencanaan teknis, hasil monitoring, dan 

evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala dinas ; 
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c. Pengolahan data hasil pendataan teknis atas kondisi sarana dan 

prasarana di bina marga; 

d. Pengolahan hasil survey lapangan sebagai bahan perencanaan 

sebelum disampaikan kepada kepala dinas ; 

e. Penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran ; 

f. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat 

desain yang sesuai; 

g. Penelitian hasil penyusunan daftar analisa harga satuan sebelum 

disampaikan kepada kepala dinas ; 

h. Penelitian rencana anggaran biaya untuk setiap rencana kegiatan 

teknis; 

i. Penelitian gambar rencana sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan; 

j. Penelitian daftar skala prioritas yang akan dilaksanakan sebagai 

kegiatan dinas; 

k. Pengawasan dan pengendalian teknis dilapangan agar kegiatan 

dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tepat 

sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran; 

l. Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan di bidang 

bina marga wilayah timur; 

m. Pengelolaan daerah milik jalan kabupaten wilayah timur agar 

dapat dimanfaatkan secara optimal; 

n. Pemberian pertimbangan teknis dalam pemanfaatan daerah milik 

jalan kabupaten wilayah timur dalam penerbitan ijin dan 

rekomendasi; 

o. Pengelolaan turus jalan yang ada di daerah milik jalan kabupaten 

wilayah timur sebagai kesatuan pengelolaan daerah milik jalan; 

p. Pengelolaan saluran jalan atau pematusan pada jalan kabupaten 

wilayah timur agar dapat meningkatkan kualitas prasarana jalan; 

q. Pengawasan pemanfaatan prasarana jalan sebagai upaya untuk 

mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas; 
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r. Penyusunan usulan rencana peningkatan dan pemeliharaan di 

bidang bina marga wilayah timur; 

s. Penyediaan layanan bantuan teknis di bidang bina marga kepada 

masyarakat yang membutuhkan; 

t. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan kepada atasan  

baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan atau kebijakan lebih lanjut; dan 

u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan bidang  tugasnya. 

4. Bidang Bina Marga Wilayah Tengah 

Kepala Bidang Bina Marga Wilayah Tengah mempunyai 

tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan 

program, pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, 

pengawasan, pengelolaan di bidang pembangunan peningkatan dan 

pemeliharaan sarana prasarana jalan, jembatan, saluran jalan, bahu 

jalan dan turus jalan yang meliputi perencanaan teknis pembangunan 

peningkatan dan pemeliharaan jalan, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan pada jalan kabupaten wilayah tengah, yang meliputi 

wilayah  Kecamatan Geyer, Toroh, Purwodadi, Klambu, Brati dan 

Grobogan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina 

Marga Wilayah Tengah  mempunyai fungsi  : 

a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dengan berdasar 

program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang; 

b. Pengolahan bahan perencanaan teknis, hasil monitoring dan 

evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala dinas; 

c. Pengolahan data hasil pendataan teknis atas kondisi prasarana di  

bina marga; 

d. Pengolahan hasil survey lapangan sebagai bahan perencanaan 

sebelum disampaikan kepada kepala dinas ; 
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e. Penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran ; 

f. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat 

desain yang sesuai; 

g. Penelitian hasil penyusunan daftar analisa harga satuan sebelum 

disampaikan kepada kepala dinas; 

h. Penelitian rencana anggaran biaya untuk setiap rencana kegiatan 

teknis; 

i. Penelitian gambar rencana sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan; 

j. Penelitian daftar skala prioritas yang akan dilaksanakan sebagai 

kegiatan dinas;  

k. Pengawasan dan pengendalian teknis dilapangan agar kegiatan 

dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tepat 

sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran; 

l. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan 

pemeliharaan di bidang bina marga wilayah tengah; 

m. Pengelolaan daerah milik jalan kabupaten wilayah tengah agar 

dapat dimanfaatkan secara optimal; 

n. Pemberian pertimbangan teknis dalam pemanfaatan daerah milik 

jalan kabupaten wilayah tengah dalam penerbitan ijin dan 

rekomendasi; 

o. Pengelolaan turus jalan yang ada di daerah milik jalan kabupaten 

wilayah tengah sebagai kesatuan pengelolaan daerah milik jalan; 

p. Pengelolaan saluran jalan atau pematusan  pada jalan kabupaten 

wilayah tengah agar dapat meningkatkan kualitas prasarana jalan; 

q. Pengawasan pemanfaatan prasarana jalan sebagai upaya untuk 

mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas; 

r. Penyusunan usulan rencana pembangunan, peningkatan dan 

pemeliharaan di bidang bina marga wilayah tengah; 

s. Penyediaan layanan bantuan teknis di bidang bina marga kepada 

masyarakat yang membutuhkan; 
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t. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan kepada atasan  

baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan atau kebijakan lebih lanjut; dan 

u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang  tugasnya. 

5. Bidang Bina Marga Wilayah Barat 

Kepala Bidang Bina Marga Wilayah Barat mempunyai tugas 

pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan 

program, pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, 

pengawasan, pengelolaan di bidang pembangunan peningkatan dan 

pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, saluran jalan, bahu jalan dan 

turus jalan yang meliputi perencanaan teknis pembangunan 

peningkatan dan pemeliharaan jalan, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan pada jalan kabupaten Wilayah Barat, yang meliputi 

wilayah Kecamatan Tegowanu, Kedungjati, Tanggungharjo, Gubug, 

Godong, Karangrayung dan Penawangan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Bina 

Marga Wilayah Barat  mempunyai fungsi  : 

a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dengan berdasar 

program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang; 

b. Pengolahan bahan perencanaan teknis, hasil monitoring, dan 

evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala dinas; 

c. Pengolahan data hasil pendataan teknis atas kondisi sarana dan 

prasarana  bina marga; 

d. Pengolahan hasil survey lapangan sebagai bahan perencanaan 

sebelum disampaikan kepada kepala dinas; 

e. Penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran; 

f. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat 

desain yang sesuai; 
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g. Penelitian hasil penyusunan daftar analisa harga satuan sebelum 

disampaikan kepada kepala dinas; 

h. Penelitian rencana anggaran biaya untuk setiap rencana kegiatan 

teknis ; 

i. Penelitian gambar rencana sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan ; 

j. Penelitian daftar skala prioritas yang akan dilaksanakan sebagai 

kegiatan dinas ;  

k. Pengawasan dan pengendalian teknis dilapangan agar kegiatan 

dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tepat 

sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran; 

l. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan 

pemeliharaan di bidang bina marga Wilayah Barat; 

m. Pengelolaan daerah milik jalan kabupaten Wilayah Barat agar 

dapat dimanfaatkan secara optimal; 

n. Pemberian pertimbangan teknis dalam pemanfaatan daerah 

milik jalan kabupaten Wilayah Barat dalam penerbitan ijin dan 

rekomendasi; 

o. Pengelolaan turus jalan yang ada di daerah milik jalan 

kabupaten Wilayah Barat sebagai kesatuan pengelolaan daerah 

milik jalan; 

p. Pengelolaan saluran jalan atau pematusan pada jalan kabupaten 

Wilayah Barat agar dapat meningkatkan kualitas prasarana 

jalan; 

q. Pengawasan pemanfaatan prasarana jalan sebagai upaya untuk 

mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas; 

r. Penyusunan usulan rencana pembangunan, peningkatan dan 

pemeliharaan di bidang bina marga Wilayah Barat; 

s. Penyediaan layanan bantuan teknis di bidang bina marga kepada 

masyarakat yang membutuhkan; 
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t. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan kepada atasan  

baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan atau kebijakan lebih lanjut; dan 

u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan  bidang  tugasnya. 

6. Bidang Bina Jalan Desa  

Kepala Bidang Bina Jalan Desa mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan  perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di 

bidang penanganan prasarana jalan desa di seluruh wilayah 

kabupaten, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan  

pelaksanaan pembangungan, peningkatan dan pemeliharaan dibidang 

prasarana jalan yang meliputi jalan, jembatan, saluran jalan, bahu 

jalan, turus jalan pada ruas jalan desa di seluruh wilayah kabupaten. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Bina Jalan 

Desa  mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dengan berdasar 

program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang; 

b. Pengolahan bahan perencanaan teknis, hasil monitoring, dan 

evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala dinas; 

c. Pengolahan data hasil pendataan teknis atas kondisi prasarana 

jalan desa; 

d. Pengolahan hasil survey lapangan sebagai bahan perencanaan 

sebelum disampaikan kepada kepala dinas; 

e. penelitian daftar usulan kegiatan pada setiap tahun anggaran; 

f. Penelitian spesifikasi penanganan kegiatan untuk mendapat 

desain yang sesuai; 

g. Penelitian hasil penyusunan daftar analisa harga satuan sebelum 

disampaikan kepada kepala dinas; 

h. Penelitian rencana anggaran biaya untuk setiap rencana kegiatan 

teknis; 
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i. Penelitian gambar rencana sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan; 

j. Penelitian dokumen lelang sebelum mendapatkan pengesahan 

kepala dinas; 

k. Penelitian daftar skala prioritas yang akan dilaksanakan sebagai 

kegiatan dinas;  

l. Penyediaan layanan bantuan teknis kepada masyarakat yang 

membutuhkan; 

m. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dalam 

partisipasi pembangunan jalan desa baik secara teknis, 

kelembagaan dan keuangan; 

n. Pengawasan dan pengendalian teknis dilapangan agar kegiatan 

dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dapat mencapai tepat 

sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran; 

o. Pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan dan 

pemeliharaan di bidang bina jalan desa; 

p. Pengelolaan saluran jalan atau pematusan serta agar dapat 

meningkatkan kualitas prasarana jalan; 

q. Penyusunan usulan rencana peningkatan dan pemeliharaan di 

bidang jalan desa; 

r. Penyediaan layanan bantuan teknis di bidang bina jalan desa 

kepada masyarakat yang membutuhkan; 

s. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan kepada atasan  

baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan atau kebijakan lebih lanjut; dan 

t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang  tugasnya. 

7. UPTD 

a)   Kepala UPTD Bina Marga Wilayah   

Kepala UPTD Bina Marga Wilayah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah kerjanya di bidang 
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kebinamargaan dan melaksanakan penyelenggaraan administrasi 

umum serta pengelolaan ketatausahaan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Bina 

Marga Wilayah, mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja  UPTD Bina Marga Wilayah; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan prioritas pemeliharaan 

bangunan kebinamargaan;  

c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan 

penataan bangunan, sarana dan prasarana kebinamargaan sesuai 

kewenangan di wilayah kerja UPTD Bina Marga Wilayah; 

d. penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan 

keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan  dan tata 

laksana serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan UPTD Bina Marga Wilayah;  

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

bidang tugasnya. 

b) Kepala UPTD Workshop 

Kepala UPTD Work Shop mempunyai tugas pokok 

melaksanakan perencanaan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan 

pengeloaan dan pemeliharaan alat-alat kebinarmargaan serta 

pengembangan Workshop. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD Workshop 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program kerja  UPTD Workshop ; 

b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Workshop; 

c. Pelaksanaan kegiatan UPTD Work Shop kebinamargaan; 

d. Penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan 

keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan  dan tata 

laksana serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan UPTD Workshop;  
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e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, mpemeliharaan  alat-alat 

milik UPTD Workshop; 

f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dan prioritas 

pemeliharaan peralatan kebinamargaan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

c)   Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi 

 Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas pokok  

melaksanakan kegiatan uji klinis laboratorium kebinamargaan yang 

meliputi uji struktur tanah untuk jalan, jenis/ konstruksi bangunan 

untuk jalan dan pengujian konstruksi lainnya yang berkaitan dengan 

pembangunan kebinamargaan di lingkungan daerah berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD 

Laboratorium Konstruksi, mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program kerja  UPTD Laboratorium Kontruksi; 

b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang uji klinis 

laboratorium; 

c. Pelaksanaan kegiatan uji klinis laboratorium konstruksi  

kebinamargaan; 

d. Penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan 

keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan tata 

laksana serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan UPTD Laboratorium Kontruksi;  

e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan alat-alat 

laboratorium konstruksi; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 

mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas 
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Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan 

keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan 

bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang jabatan fungsional. 

 

2.3 Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 

2.3.1  Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 

 ”Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan yang 

optimal guna menunjang perekonomian daerah” 

 

2.3.2  Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 

1. Melaksanakan pengelolaan bina marga dan memenuhi kebutuhan 

infrastruktur jalan dan jembatan secara berkualitas. 

2. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, 

pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana jalan secara transparan, 

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan 

terpadu dengan prinsip good governance didukung oleh SDM yang 

profesional dan sarana prasarana memadai.   

 

2.4  Logo dan Makna Logo Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 

   2.4.1  Logo Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 

             

                      Gambar 2.2  

                Logo Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 
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2.4.2 Makna Logo Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan 

        Lambang Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga berlukiskan 

Baling-baling dengan ketentuan seperti tercantum pada gambar. 

 Warna dasar lambang adalah kuning (kuning kunyit). 

 Warna baling-baling adalah biru kehitam-hitaman. 

 Penggunaan lambang : lihat Manual Tata Persuratan. 

1.    Baling-baling 

 Menggambarkan “D I N A M I K A”. 

 Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus 

menggambarkan  

 STABILITAS 

 Secara keseluruhan menggambarkan “DINAMIKA YANG STABIL” 

dan “STABILITAS YANG DINAMIS”. 

2.    Bagian daun baling-baling yang mengarah keatas. 

         Melambangkan “PENCIPTAAN RUANG”. 

3.    Bagian lengkungnya dari daun baling-baling. 

         Memberikan perlindungan untuk ruang kerja tempat tinggal bagi 

manusia. 

4.    Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kiri dengan bagian 

lengkungnya yang telungkup. 

  Menggambarkan penguasaan bumi da alam dan pengusahaan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Garis Horizontal : bentang jalan / jembatan diatas sungai sebagai 

usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah. 

5.    Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kanan dengan bagian 

lengkungnya yang terlentang. 

 Menggambarkan usaha pengendalian dan Penyaluran untuk 

dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Garis Horizontal : bentang jalan / jembatan diatas sungai sebagai 

usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.   
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6.    Baling-baling dengan 3 daun ini menggambarkan. 

 Tiga unsur kekaryaan Departemen Pekerjaan Umum. Tirta, Wisma 

(Cipta) dan Marga. 

 Trilogi Departemen Pekerjaan Umum, Bekerja keras, Bergerak cepat, 

Bertindak tepat 

7.    W A R N A  

  Warna kuning sebagai warna dasar melambangkan keagungan yang 

mengandung arti KeTuhanan Yang Maha Esa, Kedewasaan dan 

Kemakmuran. 

  Warna biru kehitam-hitaman, mengandung arti Keadilan Sosial,  

        Keteguhan hati, Kesetiaan pada tugas dan ketegasan bertindak. 

 Warna yang berbentuk dari warna dasar dan lukisan baling-baling 

membentuk huruf-huruf P.U. 

8.    LAMBANG P.U. 

Menggambarkan fungsi dan peranan Departemen Pekerjaan Umum 

dalam pembangunan dan Pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi 

dan air serta kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, berlandaskan 

Pancasila. 

 


